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llenbnbanc 

DI KABUP.A.TEII SITIJBOIO)O 

BUPAfl SITUBOIIDO, 

a. bahwa da)am rangka meningkatkan derajat kesehatan bagi 
masyarakat miskin yang bersifat promotif clan prefentif clan 
da1am upaya mempercepat pencapaian Millenium 
Development Goal's (MDG's) telah ditetapkan Program 
Jaminan Kesehatan Masyara.kat (Jamkesmas), Jaminan 
Persalinan (Jampersal), dan Jamin.an Kesehatan Daerah 
(Jamkesda), serta Program Bantuan Operasional Kesehat.an 
(BOK) di Puskesmas dan Jaringannya; 

b. bahwa agar pada pelaksanaannya dapa.t berjalan dengan 
efektif dart efisien, perlu inembentuk Peratutart Bupati 
tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan Jaminan 
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan 
(Jampersa.1) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) 
serta Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK} pada 
Puskesmas clan Jaringannya di Kabupaten Situbondo. 

1. 

2. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Norn.or 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

tentang 
Repuhlik 

Lembaran 

Jalan PB Sudirman Nomor 1, Situbondo, Provinsi Jawa Timur 
Telepon (0338) .671161 Email: info@pemdasitubondo.go.id 

J 
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3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4431}; 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3637); 

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
lndoensia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063); 

9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenta.ng 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang 
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik: Indonesia 
Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3637); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi. dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berit.a. 
Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 31 0; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Derita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 694); 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903 MENKES/Per/V 
/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan 
Kesehatan Masyarakat (Berit.a Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor); 

16. Peraturan Menteri 
2562/MENKES/Per/Xll/2011 
Jaminan Persalinan (Berit.a 
Tahun 2011 Nomor); 

Kesehatan Nomor 
tentang Petunjuk Teknis 

Negara Republik Indonesia 

1 7. Peraturan Mcnteri Kesehatan Nomor: 
2556/MENKES/Per/201 l tentang Petunjuk Teknis Bantuan 
Operasional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 948}; 

18. Keputusan Menteri Kesehat.an Nomor 
128/MENKES/SK/11/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat 
Kesehatan Masyarakat; 

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur; 

20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 
tent.ang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 
2008 Nomor 02}. 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 
2008 tent.a.ng Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupatcn 
Situbondo Tahun 2008 Nomor 3). 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 21 Tahun 
2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 21); 

24. Peratu.ran Bupati Situbondo Nomor 38 Tahun 2008 tentang 
Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten 
Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 
Nomor60); 

25. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Retribusi Pelayanan 
Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan 
Laboraturium Kesehatan Masyarakat di Kabupaten 
Situbondo (Berita Daerah Kabupatcn Situbondo Tahun 2011 
Nomor 60); 
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26. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Remunerasi pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan 
Laboraturiurn Kesehatan Masyarakat Kabupaten Situbondo 
{Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 
61). 

MEIIUTUSKAN : 

PERATURAII BUPATI TEIITAIIG PEDOIIAJf OPERASIONAL 
PBRYELENGGARAAII JAIIDIAII KESEHATAII IIASYARAKAT 
(JAIIKESMAS), JAIIIIIAN PERSALDIAII (JAIIPERSAL), DAIi 
JAIOlfAN KESBHATAB DABRAH (JAIIKESDA}, BERTA 
PROGRAM BAIITUAII OPERASIOBAL KESEHA.TAII (BOK) 
PADA PU8KESIL\8 DAIi JARIBGAIIIIYA DI KABUPATEN 
SITUBOIIDO 

BAB I 

KETENTUA!I UIIUII 

Pual 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan 

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah 
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

2. Daerah adalah Kabupaten Situbondo. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Situbondo. 

4. Bupati adalah Bupati Situbondo. 

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten 
Situbondo. 

6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten Situbondo 

7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat 
Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas 
Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan 
sebagian tugas pembangunan kesehatan di wilayah 
kerjanya, meliputi Puskesmas tanpa perawatan, Puskesmas 
dengan perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas 
keliling, pondok bersalin desa dan pondok kesehatan desa. 

8. Jaringan Puskesmas dalam hal ini meliputi Puskesmas 
Pembantu, Puskesmas keliling, pondok bersalin desa dan 
pondok kesehatan desa. 

9. Puskesmas dengan perawatan adalah Puskesmas yang 
memiliki kemampuan menyediakan pelayanan kesehatan 
meliputi pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan 
tingkat lanjut, pelayanan rawat inap dan pelayanan gawat 
darurat yang dilengkapi dengan peralatan dan sarana­
fasilitas pendukung lainnya yang ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 
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10. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan 
perorangan di Puskcmas yang meliputi upaya promotif, 
preventif, kuratif, rehabilitatif. 

11. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien 
untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik 
dan pelayanan lainnya tanpa tinggal dirawat inap. 

12. Pelayanan Rawat lnap adalah pelayanan kepada pasien 
untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik 
dan pelayanan lainnya dengan mengi.nap di Puskesmas. 

13. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan 
tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk 
mencegah/menanggulangi resiko kematian/cacat dan 
bersifat penyelamatan/ life saving. 

14. Pelayanan med.is spcsialistik adalah pelayanan medis yang 
dilakukan oleh dokter spesialis 

15. Tindakan medilc adalah pelayanan kesehatan/tindakan 
mcdik yang bersifat khusus dari dokter umum/ dokter 
spesialis, dokter F).gi/dokter gigi spcsialis, atau petugas 
kesehatan lainnya dengan kompetensi dan peralatan khusus 
serta sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) 
pelayanan kesehatan. 

16. Pelayanan tranportasi ambulance adalah pelayanan 
kesehatan yang diberikan kepada seseorang atau pasien 
dengan mobil khusus sesuai dengan indikasi medik dimana 
pelayanan tersebut diserta.i dengan kru kesehat.an. 

1 7. Pelayanan tranportasi jenazah adalah pelayanan kesehatan 
berupa penghantaran pasien yang meninggal di Puskesmas 
maupun diluar Puskesmas ke wilayah lain yang telah 
disepakati. 

18. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kesehatan 
untuk menunjang dalam penegakan diagnosa dan terapi 
(Radiologi dan/atau USG, Laboratorium), termasuk pula 
pelayanan darah. 

19. Pelayanan persalinan normal adalah pelayanan kesehatan 
dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten untulc 
menolong wanita hamil yang akan melahirkan secara 
normal (tidak dengan penyulit). 

20. Pelayanan obstetri neonatal esensial dasar selanjutnya 
disingkat PONED adalah pelayanan terpadu ibu dan bayi 
daJam rangka mcnurunkan angka kesakitan dan/atau 
kematian ibu atau bayi pada persalinan kehemiJan risiko 
tinggi di Puskesmas yang memerlukan tindakan medik 
dasar oleh tenaga medik yang terlatih atau dokter spesialis 
obstetri ginekologi dan/atau Tim yang ditunjuk. 

21. Puskesmas dengan Pelayanan PONED adalah Puskesmas 
yang mempunyai kemampuan dalam memberikan 
pelayanan obstetric (kebidanan) dan bayi baru lahir 
emergensi komprehensif. 

22. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh 
pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan 
kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, 
pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/ atau 
pelayanan kesehatan lainnya. 
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23. Jasa. Sarana adalah im.balan yang diterima o)eh Puskesmas 
atas pemakaian sarana, peralatan, fasilitas rumah sakit, 
biaya bahan clan alat kesehatan pakai habis dasar (BBA) 
yang digunakan langsung dalam rangka observasi, 
diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik. dan/ata.u 
pelayanan lainnya dan tennasuk komponen tarif. 

24. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap 
termasuk makan di Puskesmas. 

25. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah 
sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan 
pelayanan kesehatan dan kemanfaatan umum lainnya yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dapat 
dinikmati orang perorangan atau badan. 

26. Penerimaan Daerah adalah penyetoran pendapatan dan/ 
atau keuangan dari Puskesmas ke Kas Daerah yang akan 
dikeluarkan lagi ke Puskesmas melalui mekanisme 
keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

27. Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) 
adalah seluruh warga masyarakat miskin dan tidak mampu 
di Kabupaten Situbondo yang didata oleh Badan Pusat 
Statistik (BPS) dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, 
serta Peserta Program Keluarga Harapan (PKHJ, bayi dan 
anak yang lahir dari pasangan (suami dan istri) peserta 
Jamkesmas, tennasuk pula bagi gelandangan, pengem.is, 
anak clan orang terlantar, masyarakat miskin yang tidak 
memiliki identitas dengan menunjukkan surat 
keterangan/ rekomendasi dari Dinas Sosial yang 
menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah warga 
terlantar dan tidak mampu. 

28. Peserta Jaminan Persalinan (Jampersal) adalah setiap ibu 
hamil, ibu bersalin dan ibu nifas (sampai 42 hari pasca 
melahirkan) serta bayi bani lahir (sampai dengan usia 28 
hari) di Kabupaten Situbondo. 

29. Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) adalah 
seluruh warga masyarakat miskin dan tidak mampu di 
Kabupaten Situbondo yang did.at.a oleh Badan Pusat 
Statistik (BPS) dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, 
termasuk pula pemilik Surat Pemyataan Miskin (SPM) yang 
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta masyarakat 
yang memiliki kartu identitas di Kabupaten Situbondo. 

30. Pelayanan Kesehatan Perorangan adalah pelayanan yang 
bersifat pribadi (private goods) dengan tujuan utama 
menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan 
perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan 
dan pencegahan penyakit. 

31. Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan 
kesehatan yang diberikan kepada individu, keluarga, 
kelompok dan masyarakat yang bersifat peningkatan 
{promotif) clan pencegahan (preventif). 
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32. Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalah 
jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan secara 
menyeluruh (komprehensif) mencakup pelayanan promotif, 
preventif serta kuratif dan rehabilitatif yang diberikan secara 
berjenjang ba.gi masyarakat/ peserta yang iurannya d.ibayar 
oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. 

33. Jaminan Persalinan (Jampersal) adalah jarninan 
pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi 
pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan 
nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan 
pelayanan ba.yi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga 
kesehatan di fasilitas kesehatan yang iurannya clibayar oleh 
pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. 

34. Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) adalah jaminan 
pembiayaan pelayanan kesehatan tingkat dasar di 
Puskesmas clan Jaringannya serta tingkat lanjutan pada 
Rumah Sakit Klas III di dalam dan diluar Kabupaten 
Situbondo da1ain Provinsi Jawa Timur bagi peserta program 
Jamkesda tennasuk pemilik SPM sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo. 

35. SPM (Surat Pernyataan Miskin) adalah surat yang 
dikeluarkan bagi Masyarakat Miskin yang bclum memiliki 
kartu Jamkesmas atau kartu Jamkesda 

36. Ba.ntuan Operasional Kesehatan. yang selanjutnya d.isingkat 
BOK adalah bantuan dana dari Pemerintah pusat melalui 
Kementerian Kesehatan kepada pemerintah daerah dalam 
melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar 
Pelayanan Minimal (8PM) bidang kesehatan untuk mencapai 
Millennium Development Goals (MDGs) bidang kesehatan 
tahun 2015 melalui peningkatan kinerja Puskesmas dan 
Jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu da)am 
menyelcnggarakan pclayanan kcschatan bersifat promotif 
dan preventif. 

BABU 

JBIOS PROORAII KBSBRATAII 

Paeal~ 

Jenis Program Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini 
adalah: 

a. Program Jaminan Kesehat.a.n Masyarakat; 

b. Program Jaminan Persalinan; 

c. Program Jaminan Kesehat.a.n Daerah; 
d. Program Bantuan Operasional Kesehatan. 

l 
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BA.Bm 
PROGRAM JAIIKBSIIAS 

Bagl•D Kuatu 
Kepnerbuul 

Pua13 

(1) Peserta Jamkesmas adalah seluruh warga masyarakat 
misk:in clan tidak mampu di Kabupaten Situbondo yang 
didata oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati, serta Peserta Program Keluarga 
Harapan (PKH), bayi dan anak yang Jahlr dari pasangan 
(suami dan istri) peserta Jamkesmas, termasuk pula bagi 
gelandangan, pengernis, anak dan orang terlantar, 
masyarakat miskin yang tidak memili1d identitas dengan 
menunjukkan surat keterangan/ rekomendasi dari Dinas 
Sosial yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah 
warga terlant.ar dan tidak mampu. 

(2) Tidak termasuk dalam peserta Jamkesmas sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) adalah : 

a. Masyarakat yang tidak miskin. 
b. Masyarakat yang mampu. 

c. Masyarakat yang sudah mempunyai jaminan kesehatan 
lainnya. 

BagtanK.edaa 
PeJayam J•mmmu 

Pual4 

Setiap peserta Jamkesmas mempunyai hak mendapatkan 
pelayanan kesehatan yang meliputi : 

a. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), di 
Puskesmas clan Jaringannya terdiri dari : 

1) Konsult.asi medik, pemerik.saan fisik, dan penyuluhan 
kesehatan; 

2) Laboratorium sesuai indilcasi medilc; 

1) Tindakan medik sesuai dengan indikasi 

2) Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut dan 
tambal; 

3) Pemeriksaan ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, bayi 
dan balita; 

4) Pelayanan KB dan penanganan efek se.mping; 

5) Pemberian obat sesuai dengan fonnularium 
Jamkesmas. 

b. Pelayanan Rawat ]nap Tingkat Pertama (RITP), di Puskesmas 
dengan perawat.an terdiri dari : 
1) Akomodasi rawat inap; 

2) Konsultasi medik, pemerik.saan fisik, dan penyuluhan 
kesehatan; 

3) Pemberian asuhan keperawat.an; 
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4} Pelayanan penunjang medik sesuai dengan indikasi 
termasuk pelayanan darah; 

5) Tindakan medik sesuai dengan indikasi; 

6) Pemberian obat sesuai dengan fonnularium 
Jamkesmas. 

c. Pelayanan Persalinan Normal, di Puskesmas dan 
Jaringannya, Praktik Dokter Swasta/Bidan Praktik Swasta 
serta di Rumah Bidan. 

d) Pelayanan Persalinan dengan penyulit atau risiko tinggi, 
dilakukan di Puskesmas dengan pelayanan PONED. 

e) Pelayanan Spesialistik, di Puskesmas yang menyediakan 
pelayanan spesialistik tercliri dari : 

1) Pelayanan rawat jalan oleh dokter spesialis; 

2) Tindakan medik sedang dan besar; 

3) Laboratorium klinik canggih; 

4) Radiologi canggih; 

5) Pemeriksaan penunjang lain yang canggih. 

f) Pelayanan gawat darurat, d.ilakukan di UGO Puskesmas. 

g) Pelayanan rujukan gawat darurat dan non gawat darn.rat 
dari Jaringan Puskesmas ke Puskesmas, dari Puskesmas ke 
Puskesmas dengan perawatan, dan dari Puskesmas ke 
Rumah Sakit. 

PualS 

(1) Jenis Pelayanan yang dibatasi dalam Pelayanan Jamkesmas, 
meliputi: 

a) Kaea mata, diberikan pada kasus gangguan refraksi 
dengan koreksi minimal + l /-1 atau lebih sama dengan 
± 0,50 cylindris dengan nilai maksimal Rp. 150.000,­
(seratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan resep 
dokter. 

b) Alat bantu dengar, diberikan penggantian sesuai 
dengan resep dokter THT dengan ketentuan pemilihan 
alat bantu dengar tersebut berdasarkan harga yang 
paling mu.rah dan sesuai dengan kebutuhan med.is 
pasien dan ketersediaan alat di daerah. 

c) Alat bantu gerak, diberikan berdasarkan resep dokter 
dengan ketentuan pemilihan alat tersebut berdasarkan 
harga yang paling murah dan sesuai dengan kebutuhan 
medis pasien dan ketersediaan alat di daerah . 

(2) Jenis Pelayanan yang tidak dijamin dalam Pelayanan 
Jamkesmas, meliputi: 

a) Pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur serta 
ketentuan yang berlaku. 

b) Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk 
kosmetika. 

c) General check up. 

d) Prothesis gigi tinmn. 
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e) Pengoba.tan altematif seperti akupuntur, pengabatan 
tradisional, clan pengobatan lain yang belum terbukti 
secara ilmiah. 

f) Rangkaian pemeriksaan, pengobat.an dan tindakan 
dalam upaya mendapatkan keturunan, termasuk bayi 
tabung dan pengobatan impotensi. 

g) Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat 
bencanaalam. 

h) Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan 
bakti sosial, di dalain dan diluar gedung. 

BAB IV 

PROGRAII JAIIPERSAL 

Bapn Kesa.tu 
Kepeaertaaa 

PMal6 

Peserta Jampersal adalah setiap ibu hamil, ibu bersalin clan ibu 
nifas (sampai 42 hari pasca melahirkan} termasuk pelayanan KB 
pasca persalinan serta bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 
hari) di Kabupaten Situbondo y&Jlg helum memililci jaminan 
kesehatan berupa jaminan persalinan. 

Bepu, Kedua 

PelaJaium Jampenal 

Pual7 

Setiap peserta Jampersal mempunyai hak mendapatkan 
pelayanan kesehatan yang clilakukan secara terstruktur dan 
berjenjang berdasarkan rujukan, yang meliputi : 

a Pelayanan Persalinan Tingkat Pertama, terdiri dari : 

1) Pelayanan ANC sesuai standar pelayanan KIA dengan 
frekuaensi 4 kali; 

2) Det.eksui dini faktor resiko, komplikasi kebidanan clan 
bayi baru lahir; 

3) Pertolongan persalinan normal; 

4) Pertolongan persalinan dengan komplikasi den/ atau 
penyulit pervagi.nam yang merupakan kompetensi 
Puskesmas dengan pelayanan PONED; 

5) Pelayanan nifas (PNC) bagi ibu dan bayi baru lahir 
sesuai standar pelayanan KIA dengan frekuensi 4 kali; 

6) Pelayanan KB pa.sea persalinan serta komplikasinya; 

7) Pelayanann rujukan terencana sesui indikasi medik 
wituk ibu dan janin/ bayi. 
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b Pelayanan Persa.linan Tingkat Lanjutan, terdiri dari; 

1) Pemeriksaan kehamilan (ANC) dengan risiko tinggi 
(risti); 

2) Pertolongan persalinan dengan risti dan penyulit yang 
tidak mampu dilakukan di pelayanan tingkat pertama; 

3) Penanganan komplikasi kebidanan, dan bayi baru lahir 
da1am kaitan akibat persalinan serta pelayanan darah; 

4) Pemeriksaan pa.sea persalinan (PNC) dengan resiko 
tinggi (risti); 

5} Penatalaksanaan KB pasca salin dengan metode 
kontrasepsi jangka panjang (MKJP) atau kontrasepsi 
mantap (kont.ap) serta penanganan komplikasi. 

c Pelayanan persiapan rujukan. 

Pual8 

( 1) Pelayanan jaminan persalinan tingkat pertama sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diberikan di Puskesmas 
dan jaringannya serta fasilitas kesehatan swasta yang 
memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dinas 
Kesehatan. 

(2) Pelayanan persalinan tingkat lanjutan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, diberikan oleh tenaga 
kesehatan spesialistik di Ru.mah Sakit dengan ketentuan 
kasus tersebut tida.k dapat ditangani oleh fasilit.as pelayanan 
kesehatan tingkat pertama (termasuk pelayanan darah) dan 
dilaksanakan berdasarkan rujukan, kecuali pada kondisi 
gawat darurat. 

BABV 

BagJa,Keaatu 
Kepeaertaan 

Pua19 

( 1) Seluruh warga masyarakat miskin dan tidak mampu di 
Kabupaten Situbondo yang didata oleh Badan Pusat 
Statistik (BPS) clan ditetapkan dengan Keputusan Bupati 
tennasuk pula pemilik Surat Pemyataan Miskin (SPM) yang 
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta masyarakat 
yang memiliki kartu identitas di Kabupaten Situbondo. 

(2) Jenis pelayanan kesehatan bagi. masyarakat non masyarakat 
miskin/ masyarakat mampu hanya diberikan untuk 
pelayanan rawat jalan di Puskesmas dan jaringannya, yalmi 
terbatas pe.da pembayaran karcis retribusi. 
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BagiaD.Kedua 

Pelayanan. Jamkesda 

Pual 10 

Ketentuan mengenai Pelayanan Jamkesmas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 berlaku secara mutatis 
mutanclis terhadap Pela.yanan Jamkesda dan diberikan 
pelayanan tambahan hem.pa : 

a) Penanggungan biaya transportasi jenazah; 

b) Penanggungan biaya petugas pendamping rujukan; 

c) Penanggungan biaya akomodasi pada kelurga penunggu 
pasien; 

d) Penanggungan biaya rujukan dari Rumah Sakit ke Rumah 
Sakit luar Kabupaten. 

,I"'.. BAB VI 

PROGRAIIBOK 

Raglan Kuatu 
· Penmtubn 

Pual 11 

(1) Bantuan Operasinal Kesehatan (BOK) merupakan bantuan 
dari pemcrintah pusat melalui Kementerian Kesehatan 
dalam membantu Pemerintah Daerah dalam rangka tugas 
pembantuan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan 
sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan 
menuju Millenium Development Goals (MDGs) Bidang 
Kesehatan tahun 2015 melalui peningkatan kinerja 
Puskesmas dan jaringannya. 

(2) BOK hanya dapat cligunakan unruk kegiatan Puskesmas dan 
Jaringannya daJam rangka pelaksanaan upaya kesehatan 
utamanya yang bersifat promotif dan preventif termasuk 
penunjangnya, meliputi: 

a. Pertdataart sasaran ibu hamil, ibu bersalirt, ihu nifas, 
bayi, balita, kasus risiko tinggi, rumah tangga, siswa 
sekoJah, pasangan usia subur, wanit.a usia subur, 
tempat-tempat umum, dll.; 

b. Surveilans (gizi, KIA, imunisa.si, penyakit mcnular, 
penyak:it tidak menular, vektor, dll); 

c. Tranport Pelayanan di Posyandu (penimba.ngan, 
penyuluhan, pelayanan KIA dan KB, imunisasi, 
pelayanan gizi serta program penunjang kesehatan 
lainnya); 

d. Kunjungan rumah/lapangan (kasus drop out, kasus 
risiko tinggi, pemasangan stiker P4K, dll); 

e. Kegiatan Sweeping sasaran KIA, penjaringan, pelacalcan 
dan penemuan kasus; 
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f. Tranport Pelayanan imunisasi di Posyandu; 

g. Tranport siaran keliling; 

h. Pemberian PMT penyuluhan dan PMT pemulihan untuk 
Balita 6-59 bulan dengan gizi kurang dan atau gizi 
buruk; 

i. Penyuluhan kesehatan pada kelompok masyarakat; 
j. Pemantauan Ponkesdes dan Posyandu serta UKBM 

lainnya; 

k. Pemantauan sanitasi air bersih, rumah, tempat-tempat 
umum dan pengelolaan sampah serta pemicuan; 

1. Pengambilan spesimen / sample; 

m. Tranport kader kesehatan dan atau dukun beranak; 

n. Kunjungan lapangan/lokasi sasaran sanit.asi 
lingkungan; 

o. Survailans penyakit menu1ar dan tidak menular serta 
vector; 

p. Penyelidikan epidemiologi pada kasus-kasus penyakit; 
q. Tranport pengendalian dan pemberantasan vector 

(fogging, spraying, abatisasi, pemeriksaan jentik, 
pemberian kelambu serta pemberant.asan sarang 
nyamuk); 

r. Kunjungan rumah / lapangan untuk kasus drop out/ 
mangkir, kasus risiko tinggi, perawatan kesehatan 
masyarakat, pendampingan minum obat; 

s. Tranport Survey Mawas Diri dan pendampingan 
Musyawarah Masyarakat Desa; 

t. Penyegaran atau orient.asi kader / hegas kesehatan; 

u. Rapat koordinasi dengan lintas sektor (tokoh 
masyarakat/ agama dan kader / bagas); 

v. Operasional Posyandu dan Ponkesdes; 

w. Pembelian konsumsi penyuluhan dan/ atau rapat-rapat; 
x. Pembelian alat tulis kantor clan penggadaan; 

y. Penyelenggaraan manajemen Puskesmas yang meliputi: 

1) Perencanaan tingkat Puskesmas; 

2) Lokakarya Mini Puskesmas; 

3) Pemantauan; 

4) Pembelian alat tulis kantor; 

5) Biaya Penggandaan; 

6) Biaya pengiriman (pos); 

z. Tranport konsultasi serta pengiriman laporan ke Dinas 
Kesehatan; 

aa. Bareng penunjang upaya kesehat.an yang besaran 
dananya maksimal 100/4 dari dana BOK yang diterima 
Puskesmas. 
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..... DKedaa 
Pencef!IIAJl•n 

Pual 12 

Tidak termasuk dalam peruntukan yang didanai dengan BOK 
sebagaimana Pasal I I adaiah: 

a Upaya kuratif dan rehabilatatif; 

b Gaji, uang lemburt insentif; 

c Pemeliharaan gedung (sedang dan berat); 

d Pemeliharaan kendaraan (sedang dan berat); 
e Biaya listrik, t.elepon, dan air; 

f Pengadaan obat, vaksin clan alat kesehatan; 

g Biaya transportasi rujukan pasien. 

BABVII 

KBIBIITUAII' TARD" PBLAYAIIAII JAN IL\S, 
J DAIi .-IBIIKBSDA 

Pual 13 

(1) Besaran tarif pelayanan Jamkesmas, Jampersal, dan 
Jamkesda di Puskesmas dan Jaringannya disesuaikan 
dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan 
Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan. 

(2) Dikecualian untuk besaran tarif sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) untuk beberapa jenis pelayanan kesehatan 
pada Jampersal, adalah sebagai berikut : 

NO. JBIU8 PBLA.YAIL\ll l"RBK. TARD'fllDI JUIILAB 
1. ~eriksaan kehamimn (ANC) 4 kali 20.000,- 80.000,-

2. Persalinan Normal 1 k:ali 500.000.- 500.000.-
3. Pelayanan ibu nifaa dan be.yi 4 kali 20.000,- 80.000.-

baru Jahir 
4. Pclayanan pra rujukabn pada 1 kali 100.000,- 100.000,-

komplilrasi kebidanan dan 
neonatal 

5. a Pelayansn penanganan 1 kali 650.000,- 6.50.000,-
pendarahan paaca. 
keguguran, persalinan per 
vaginam dengan tindakan 
emergensi dasar. Pelayanan 
rawat inap untuk komplikasi 
selama kehamilan, persalina.n 
dan nifas eerta bayi baru 
lahir 

b Pelayaiiaii tirtdalam. pa$cil. 1 kali 150.000,- 150.000,-
persalinan (missal manual 
olaacntAI 

6. ..... _ - --
a Jasa pemasangan alat 1 kali 

kontraaepsi (KB): 
1) IUD dan implant 60.000,- 60.000,-
2} Suntik 10.000.- 10.000,-

b Penanganan komplikasi KB 1 kaii 100.000,- 100.000,-
DllSC8,Del -· , ... 

I 
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BABVDI 

PERSYARATAII DAIi MEKAlflSME KLAD1 

Jlagiau Kesa.tu. 
Persyuatan Kl•im Jamkeamu di Paskeamaa dan 

Jarlnpnnya 

Pual 14 

( 1) Pengajuan klaim pelayanan rawat jalan tingkat pertama 
(RJTP) dan pelayanan UGO di Puskesmas, melampirkan: 

a) Tercatat diregister rawat jalan (dalam dan luar gedung) 
dan/atau pelayanan di UGO; 

b) Rekapitulasi pelayanan rawat jalan (dalam dan luar 
gedung) dan/ atau pelayanan di UGO beserta jumlah 
klaimnya. 

(2) Pelayanan tindakan medik dan/ atau penunjang medik, 
melampirkan : 

a) Fot.okopi kartu Jamkesmas dan/atau 
KTP / KSK/ Domisili/Identitas lainnya; 

b) Bukti pelayanan tindakan medik dan/ atau penunjang 
medik; 

c) Rekapitulasi pelayanan tindakan medik dan/atau 
penunjang medik beserta jumlah klaimnya. 

(3) Pelayanan rawat inap tingkat pertama (RITP) dan/atau one 
day care, melampirkan : 

a) Fotokopi kartu Jamkesmas dan/atau 
KTP / KSK/Domisili/ Identitas lainnya; 

b) Bukti pelayanan rawat inap; 

c) Rekapitulasi pelayanan rawat inap beserta jumJah 
klaimnya. 

(4) Pelayanan tranportasi rujukan, melampirkan: 

a) Surat tugas dari kepala Puskesmas; 

b) Bukti pelayanan ambulan; 

c) SPPD; 

d) Fotokopi kartu Jamkesmas dan 
KTP/KSK/Oomisili/Identitas lainnya; 

e) Fotokopi formulir rujukan; 

f) Rekapitulasi pelayanan rujukan beserta jumlah 
klaimnya. 

(5) Jumlah berkas kJaim yang diajuhkan sebanyak 1 (satu) 
lembar. 
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Bagian Kedaa 
Persyuat.an KJatm Jamkesda 

Pual lS 

( 1) Pengajuan klaim pelayanan rawat jalan tingkat pertama 
(RJTP) clan pelayanan UGD di Puskesmas, melampirkan: 

a) Rekapitulasi karcis dan/ atau kwitansi yang terjual 
sesuai dengan kunjungan pasien yang telah tercatat 
diregister rawatjalan; 

b) Rekapitulasi pelayanan rawat jalan (dalam dan luar 
gedung) dan/at.au pelayanan di UGD beserta jumlah 
klaimnya. 

(2) Pelayanan tindakan medik dan/ at.au penunjang medik, 
melampirkan: 

a) Fotokopi kartu Jamkesda/SPM dan/atau 
KTP /KSK/Domisili/Identitas lainnya; 

b) Bukti pelayanan tindakan medik dan/ atau penunjang 
medik; 

c) Rekapitulasi pelayanan tindakan medik dan/ atau 
penunjang medik beserta jumlah klaimnya; 

d) Rekapitulasi kwitansi yang telah terjual sesuai dengan 
jumlah tindakan medik dan/atau penunjang medik yang 
dik.laimkan. 

(3) Pelayanan rawat inap tingkat pertama (RITP) dan/atau one 
day care, melampirkan : 

a) Fotokopi kartu Jamkesda/SPM dan/atau 
KTP / KSK/ Domisili/ ldentitas lainnya; 

b) Bukti pelayanan rawat inap; 

c) Rekapitulasi pelayanan rawat inap beserta jumlah 
klaimnya; 

d) Rekapitulasi kwitansi yang telah terjual sesuai dengan 
jumlah pelayanan yang dildaimkan. 

(4) Pelayanan tranportasi rujukan, melampirkan: 

a) Surat tugas dari kepala Puskesmas; 

b) Bukti pelayanan ambulan; 

c) SPPD; 

d) Fotokopi kartu Jamkesda/ SPM dan/atau 
KTP / KSK/ Domisili/ldentitas lainnya; 

e) Fotokopi formulir rujukan; 

f) Rekapitulasi pelayanan rujukan beserta jumlah 
klaimnya; 

g) Rekapitulasi lruitansi yang telah terjual sesuai dengan 
jumlah pelayanan yang diklaimkan. 

(5) Jumlah berkas klaim yang ctiajuhkan sebanyak 4 (empat) 
lembar. 
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Bagian Ketiga 
Penyaratan Klalm Jampenal di Puakesmas clan Jarinpunya 

Serta Fasilitaa Kesehatan lain Yang MemWld Kerjasama 

Paul 16 

{1) Pelayanan pemeriksaan kehamilan/ante natal care (ANC), 
melampirkan: 

a) Fotokopi KTP/KSK/kartu Jamkesmas/SPM yang masih 
berlaku; 

b) Fotokopi pelayanan ANC di buku KIA; 

c) Rekapitulasi klaim pelayanan ANC. 

{2) Pelayanan pertolongan persalinan normal, melampirkan: 

a) Fotokopi KTP/KSK/kartu Jamkesmas/SPM yang masih 
berlaku; 

b) Bukti pertolongan persalinan; 

c) Bukti kelahiran; 

d) Partograf; 

e) Rekapitulasi klaim pelayanan persalinan. 

(3) Pelayanan pertolongan persalinan dengan risiko 
tinggi/penyulit di Puskesmas PONED, melampirkan: 

a) Fotokopi KTP/KSK/kartu Jamkesmas/SPM yang masih 
berlaku; 

b) Bukti pelayanan persalinan beserta tindakan PONED 
yang diberik:an oleh Tim PONED; 

c) Bukti kelahiran; 

d) Partograf; 

e) Bila kasusnya rujukan harus disertai dengan formulir 
rujukan dari bidan; 

() Rekapitulasi klaim pelayanan persalinan dengan risi.ko 
tinggi/ penyulit. 

{4) Pelayanan nifas (pasca persalinan}, melampirkan: 

a) Fotokopi KTP/KSK/kartu Jamkesmas/SPM yang masih 
berlaku; 

b) Fotokopi pelayanan nifas di bulru KIA; 

c) Kwitansi klaim pelayanan nifas. 

(5) Pelayanan KB pasca persalinan serta penanganan komplikasi 
KB, melampirkan : 

a) Fotokopi KTP/KSK/kartu Jamkesmas/SPM yang masih 
berlaku; 

b) Bukti pelayanan KB dan/ atau penanganan komplikasi 
KB; 

c) Rekapitulasi klaim pelayanan KB. 
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(6) Bagi bidan praktik mandiri (BPMt harus datang clan 
mengajukan klaimnya secara langsung ke Tim Pengelola 
Jamkesmas dan BOK di Dinas Kesehatan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

(7) Jumlah berkas klaim yang diajukan sebanyak 1 (satu) 
lembar. 

Bagian Keempat 
Penyaratan IO•im 90K di Puake9111u clan Jaringannya 

Pasal17 

(1) Persyaratan klaim BOK di Puskesmas dan Jaringannya, 
melampirkan : 

a) Surat Pemyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB); 

b) Bukti pembayaran pajak (bila ada kegiatan yang kena 
pajak); 

c) Faktur pajak (bila ada kegiatan yang perlu faktur pajak); 

d) Kerangka Acuan Kerja bagi kegiatan yang bersifat 
rapat/ pertemuan/ sejenisnya; 

e) Surat Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Puskesmas; 

f) Bukti-bukti pelayanan dari jenis kegiat.an yang 
dilakukan beserta laporan basil kegiatan. 

(2) Batas waktu pengajuan klaim paling lambat 1 (satu) bulan. 

(3) Jumlah berkas klaim yang diajukan sebanyak 1 (satu) 
lembar. 

Jlagian Kelima 
Mai!Jraniame Klaim Jam.kesmaa, Jam.penal, Jamkeada Dan 

BOK 

Paaal 18 

( 1) Kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan 
Jaringannya yang terdiri dari pelayanan kesehatan dasar 
(Jamkesmas dan Jamkesda) serta pelayanan Jampersal 
dik1aimkan ke Dinas Kesehatan yang sebelumnya dilakukan 
verifikasi oleh Tim Verifikasi dan/ atau Tim Pengelola 
Jamkesmas dan BOK Kabupaten, untuk selanjutnya akan 
dibayarkan ke Puskesmas sesuai dengan hasil verifikasi yang 
layak bayar 

(2) Ketentuan klaim layak bayar sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. 

(3) Pelayanan BOK di Puskesmas dan Jaringannya, dana 
dibayarkan dimuka sesuai dengan plan of action (POA) yang 
diusulkan dan disetujui dalam format SPrB beserta 
lampirannya, untuk selanjutnya Puskesmas mengirimkan 
surat pertanggungjawaban k:egiatan yang telah dilakukan ke 
Dinas Kesehatan untuk dilalrukan verifikasi oleh Tim 
pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten. 

l 
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(4) Dana basil pelayanan yang layak bayar dalam program 
Jamkesmas. Jamkesda dan Jampersal di Puskesmas dan 
jaringannya akan disetor seluruhnya ke Kasda sebagai 
pendapatan Puskesmas. 

(5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 ayat (4) yaitu untuk kegiatan penanggungan biaya 
akomodasi keluarga pasien. 

BABIX 

ALOKASI DAN PEMAKFAAT.AN DARA JAIIKESIIAS, 
JAIIPERSAL DAN BOK HASIL KLAilf 

Pasal 19 

(1) Kegiatan Jamkesmas, Jampersal dan BOK didanai oleh 
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan yang 
merupakan belanja bantuan sosial kepada Pemerintah 
Daerah. 

(2) Besaran alokasi dana Jamkesmas, Jampersal dan BOK 
untuk tiap Puskesmas diatur dengan Keputusan Kepala 
Dinas Kesehatan. 

(3) Sedangkan untuk program Jamkesda didanai oleh sharing 
dana Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur. 

Pual20 

(1) Dana hasil klaim pelayanan Jamkesmas, Jamkesda dan 
Jampersal di Puskesmas dan Jaringannya wajib disetor 
secara bru.to ke Kas Daerah melalui Dinas Kesehatan 
sebagai penerimaan daerah, selanjutnya akan dikembalikan 
seluruhnya ke Puskesmas melalui mekanisme keuangan 
daerah. 

(2) Pengembalian dana ke Puskesmas tersebut dalam terbagi 
dalam dua jenis belanja yaitu jasa pelayanan dan jasa 
sarana. 

(3) Ketentuan penggunaan dana jasa pelayanan dibagikan 
melalui teknis remunerasi yang tercantum pada Peraturan 
Bupati Nomor 61 Tahun 2011. 

(4) Ketentuan penggunaan dana jasa sarana sesuai dengan yang 
tercantum pada Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2011. 

(5) Dana hasil klaim pelayanan Jampersal bagi pemberi 
pelayanan kesehatan (PPK) swasta (dokter praktik swasta, 
bidan praktik swasta, klinik bersalin, dll) yang menjalin 
perjanjian kerjasama dengan Dinas Kesehatan sepenuhnya 
menjadi pendapatan PPK tersebut dan tidak perlu disetor ke 
Kasda namun wajib membayar pajak penghasilan klaim 
tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
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BAB:X 

PBLAPORAN JAMKESMAS, JAMPERSAL, JAMKESDA 
DAIi BOK 

Pasal 21 

(1) Laporan pelayanan kesehatan dalam program Jamkesmas, 
Jampersal dan Jarnkesda di Puskesmas dan Jaringannya 
wajib dikirim ke Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 5 
bulan berikutnya yang terdiri dari : 
a) Form Pengisian PPK-IA tentang pelaporan kepesertaan, 

pelayanan dan pendanaan; 
b) Form PPK-IB tentang laporan 10 (sepuluh) besar 

penyakit rawat jalan dan rawat inap; 
c) Form PPK-IC tentang laporan asal dan jenis penanganan 

keluhan masyarakat di Puskesmas. 

(2) Petugas pengelola Program Jamkesmas, Jampersal dan 
Jamkesda di Puskesma~ wajib menca.tat segala penggunaan 
dana basil klaim ke dalam bulru kas tunai serta membuat 
laporan realisasi dana pada setiap bulan. 

Pa$al.22 

(1) Laporan realisasi penyerapan dana BOK di Puskesmas dai1 
Jaringannya wajib dibuat setiap bulan dan dikirimkan ke 
Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 5 bulan berilrutnya. 

(2) Petugas pengelola keuangan BOK di Puskesmas wajib 
mencatat setiap traksaksi keuangan BOK dalam buku kas 
tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

BAB XI 

PEIIBDIAAl'f, PENGAWASAN DAIi PEMERIKSAAN 

Pua.123 

(1) Kepala Dinas Kesehatan ditunjuk sebagai penanggungjawab 
pelaksana pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan 
terhadap pelaksanaan Program Jamkesmas, Jampersal, 
Jamkesda, dan BOK di Kabupaten Situbondo. 

(2) Secara teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasart dan 
pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas 
dilakukan oleh Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK 
Kabupaten 

(3) Hasil pembinaan, pengawasan dan perµeriksaan dilaporkan 
secara berkala kepada Bupati. 

t 



.. 
21 

BABXII 

KETEIITUAII LAIR-LAIN 

Pasal24 

(1) Ketentuan mengenai persyaratan dan mekanisme klaim, 
alokasi dan pemanfaatan dana Jamkesmas, Jampersal dan 
BOK basil klaim serta pelaporan Jamkesmas, Jarnpersal, 
Jamkesda, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 sampai 
dengan Pasal 22 tidak diatur secara mutatis dan mutandis 
terhadap Rumah Sakit Besuki Uji Coba. 

(2) Terhadap biaya pelayanan kesehatan dari pasien penjamin 
dalam program Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda pada 
Rumah Sakit Besuki Uji Coba dapat diklaim ke Dinas 
Kesehatan dan mekanisme klaim dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

(3) Dana hasil klaim pelayanan Jamkesmas, Jamkesda dan 
Jarnpersal serta pendapatan yang berasal dari pasien non 
penjamin (bayar langsung) di Rumah Sakit Besuki Uji Coba 
wajib disetor secara bruto ke Kas Daerah oleh Dinas 
Kesehatan sebagai penerimaan daerah selanjutnya akan 
dikembalikan seluruhnya ke Rumah Sakit Besuki Uji Coba 
melalui mekanisme keuangan daerah serta Peraturan Bupati 
Situbondo Nomor 61 Tahun 2011. 

Pasal25 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini mengenai 
telatis pelaksanaannya a1can diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan. 

BABXID 

KETMTUAN PElfUTUP 

Pasal26 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Situbondo Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Operasional 
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), 
Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Bantuan Operasional 
Kesehatan (BOK) di Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten 
Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 20 Tahun 
2011) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pua.I 26 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo. 

Ditetapkan di Situbondo . 
Pfda tanggal O 5 APR 2012 
l BUPATI SITUBOIIDO, 

C: ~ J 

R. DADARG WIGIARTO, S.H. 

Diundangkan di do 
pada tanggal 12 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19541010 197603 1 010 

BERITA DAERAII KABUPATBll SITUBORDO TAIIUII 2012 
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